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^ALIKOTA KENDARI
PERATURAN WALIKOTA KENDARl

NOMOR aj TAHUN 2015

TENTANG

P

m'
ATAS PKRATURAN WALIKOTA NOMOR 20 TAHUN 2015

ERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN

PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

te'
i DBNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

^ WALIKOTA KENDARl,

Ilbalxwa pcmberlakuarl kewajib^ Kepesertaan jaminan sosial
fkesehatan dalam pemberian pelayanan publik tertentu yang saat

llirii diberlakukan, perlu ditinjau kembali dengan menyesuaikan
fakondisi pelayanan di Lingkup Pemerintah Kota Kendari;

iwa berdasarkan pertiiiibangan sebagimana diitiaksud pada
j'huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang

||perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2015
htentang Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam
llj^pmberian Pelayanan Pablik Tertentu;
m-'

^fjUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
IKeija (Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor
|l®, Tambahan
12918);

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

"iyndang-L'ndahg Nomor 6
|>iKotan.adya

Taliun 1995 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara

iRcpublik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran
'Ijliegara Republik Indonesia Nomor 3602);

lyhdang-Undahg Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
...Jgara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
|Npmor 47, Tambahan Lenibaran Negara Republik Indonesia
iNomor 4286);

;6ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
(Lembaran Neg.ara Rej^ublik Indonesia Tahun 2004
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);
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|t|ndang-Undang Nombr 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
JS^sial Nasional (Lembaran Negafa Republik Indonesia Tahun

)^>4 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4456);
m
gpdang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
iRublik (Lemb^^ Negara Reibublik Indonesia Tahun 2009 Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

|||idang-Und^g Nonlor 36 Tahun 2009 tentang tentang
|̂Cfesehatan (Lentbarah Neg^a Republik Indonesia Tahun 2009
femor 144, Tarflbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

ffemor 5063)
ml^hdang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
|l|aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
iNomor 244, Tarhbahan Lenlbaran Negara Republik Indonesia

lor 5587) sebagaim^a telah diubah terakhir dengan
||Jndang-Undang Nomor 9 Tshun 2015 tentang Perubahan Kedua

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

A>^merintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
mi) 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

||fidonesia Nomor 5679);

)(!Peraturan Pcmerintah Nomor 14

;|PbnyeIenggaraan Program J aniinan
Tahun 1993 tentang

Sosial Tenaga Keija
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20,

ITambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520)
%ebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Bemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan
mtas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang

^enyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
|(llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106,

I^Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5312);

S|̂ raturan Pemerint^ Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
||Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
ijiSOO? Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
llihdonesia Nomor 47411;

iif^eraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
ll'elaksanaan Keijasama Daerah (Lembaran Negara Republik
ijhdonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lerhbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4761);

|Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230,

JT^bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

It.



't||iPeraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 teritang Tata Cara
jRengtnaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain

piPenyelenggara Negara Dan Sedap Orang, Selain Pemberi Keija,
%Pekeria Dan Penerima Barituan luran Dalam Penyelenggara
[|;jtoinan Sosial (Lembar^ Negara Republik Indonesia Tahiun

Nomor 238, T^bahan Lemb^ran Negara Republik
sSlhdonesia Nomor 5481);

iSPeraturan Presiden Norrlor 12 I'ahun 2013 tentang Jaminan
^Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

^JINomor 29);
ife-

^rSfPeratura:'! Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
^;5Pedoinan Pengelolaan Keu^gan Daerah, sebagaimana telah
Blbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Megeri Nomor 21 Tahian 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Sgeraturan Menteri Dal^ Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Kedoman Pengelolaan Keuarigan Daerah (Berita Negara Republik
Mridonesia Tahun 2011 Nomor 210);

p6|Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-12/MEN/VI/2007
Jjtentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran

'f

gl^an, Pembayaran Santunaii, Dan Pelayanan jaminan Sosial
wenaga Keija;

•

f'IPeraturan Menteri Dalaiii Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang
pjIfPetunjuk Teknis Tata Kerja Sama Daerah;

MEMUTUSKAN :#
Pt
||Cperaturan
IffATAS PBRATURAN WALIKOTA KENDARl NOMOR 20 TAHUN

WALIKOTA KENDARl TENTANG PERUBAHAN

1^.2015 TENTANG KEPESERTAAN

KESEHATAN DALAM PEMBERIAN

TERTENTU

•

Pasal I

JAMINAN

PELAYANAN

SOSIAL

PUBLIK

lain Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Fj^iman Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik

||lr^ Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 20), BAB VI Pasal
llPasal 7 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

R
P'

BAB VI

[SANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

jelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh unit pelayanan publik
isilpemerintah daerah.

ffv't.
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l&an publik p-ada ihstansi pemerintah daerah sebagaimana
:J)adaayat (1), meliputi :
ifPelayanan Pcrizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal
^(*7^
ijKbta Kendari;
fliihgkuhgan tlidup Kota Kendari;
w.
ijemdustrian, Perdagangah, Koperasi dan UKM Kota Kendari;
fete; Kota dan Perurhahan Kota Kendari;.
'endidikan dan Kebudayaan Kota Kendari;

Tenaga Kerja dan transmigrasi Kota Kendari;
ffiuda Olab raea, Pariwisata dan Ekonbmi Kreatif Kota Kendari;
ferhubungan, Komunikasi dein Iriormatika Kota Kendan;
;&ehatan Kota Kendari;
fekeijaan Umum Kota Kendari;

Pengadaan pada Bagian Administrasi Pembangunan dan
il!S Sekretariat Daerah Kota Kendari.

Pasal 7

Dihapus

m
Pasal 11

Iiko4 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
fpiiiahg mengetahuinya, memerintahkail pengUndangan Peraturan
^an penempatannya dalani Berita Daerah Kota Kendan.
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Ditetapk^ di Kendari
pada tanggal iS-g- 2015
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